
  
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

 
NOMOR  9  TAHUN 2007 

 
TENTANG   

 
SUMBER PENDAPATAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 
 

Menimbang :  a.   bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan 
tentang   Sumber Pendapatan Desa;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a”, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  Sumber Pendapatan Desa. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang 
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan 

BUPATI PAKPAK BHARAT  
 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN  DESA 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Pakpak Bharat; 

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan 
dalam Kabupaten Pakpak Bharat; 

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem  Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Desa; 

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagai 
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa; 

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu 
kepada masyarakat; 

12. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 
termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 
kegiatan ekonomi; 

13. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara 
bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah 
secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat 
kehidupannya kearah yang lebih baik. 
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BAB II 

SUMBER PENDAPATAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA 
 

Bagian Pertama 
Sumber Pendapatan Desa 

 
Pasal  2 

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Desa sendiri; 

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; 

c. Bantuan dari Pemerintah Provinsi; 

d. Bantuan dari Pemerintah; 

e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat; 

(2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini 
terdiri dari: 

a. Hasil usaha desa; 

b. Hasil kekayaan desa; 

c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; 

d. Hasil gotong-royong; 

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. 

(3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten meliputi : 

a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah; 

b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
pemerintah kabupaten yang menjadi bagian  desa; 

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
pemerintah provinsi yang menjadi bagian desa. 

(4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi : 

a. Bantuan dari dermawan; 

b. Sumbangan lain yang tidak mengikat. 

(5) Pendapatan berasal dari pinjaman desa meliputi: 

a. Pinjaman/Bantuan Pemerintah; 

b. Pinjaman/Bantuan  Swasta; 

c. Pinjaman lainnya; 

 

Pasal 3 

Kekayaan Desa terdiri dari : 

a. Tanah Kas  Desa; 

b. Pasar Desa; 

c. Badan Usaha Milik Desa; 

d. Lumbung Desa; 

 

e. Pemandian umum……/4 


